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	Abstract The main problem in this study lies in the absence of a comprehensive and unifying Islamic family law system in Indonesia before the issuance of the Compilation of Islamic Law (KHI). Although religious courts have been given jurisdiction over family cases, the existing regulations are still partial and lack legal certainty. This study aims to examine how KHI becomes a form of renewal of Islamic family law in Indonesia, both in terms of history, methodology, and substance. The focus of the study is directed at analyzing the methods of legal renewal used, such as takhayyur, talfiq, and reinterpretation of religious texts, as well as a study of the main materials in KHI that represent legal renewal, such as marriage registration, age limits for marriage, polygamy regulations, women's rights, and child status. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method, and content analysis techniques as tools for interpreting the data. The results of the study indicate that KHI is a product of collective ijtihad that not only harmonizes Islamic law and national law, but also plays a role in strengthening the values ​​of justice, protection, and welfare in the family life of Indonesian Muslims.
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Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya sistem hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersifat menyeluruh dan unifikatif sebelum diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun pengadilan agama telah diberikan yurisdiksi atas perkara keluarga, peraturan yang ada masih bersifat parsial dan kurang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana KHI menjadi wujud pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dari segi historis, metodologis, maupun substansinya. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap metode pembaruan hukum yang digunakan, seperti takhayyur, talfiq, dan reinterpretasi terhadap teks agama, serta kajian terhadap materi-materi pokok dalam KHI yang merepresentasikan pembaruan hukum, seperti pencatatan nikah, batas usia perkawinan, pengaturan poligami, hak perempuan, dan status anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), dan teknik analisis isi sebagai alat untuk menafsirkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI merupakan produk ijtihad kolektif yang tidak hanya menyelaraskan antara hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga umat Islam Indonesia.
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Pendahuluan
Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. 
KHI hadir sebagai bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam yang bersifat unifikatif, normatif, dan kontekstual. Ia menjadi respon negara terhadap kebutuhan akan sistem hukum yang dapat mengakomodasi realitas sosial umat Islam Indonesia yang plural, serta menjembatani ketegangan antara norma-norma fikih klasik dengan kebutuhan hukum positif modern. Materi KHI tidak hanya bersumber dari satu mazhab (Syafi’i), tetapi mengadopsi pendekatan lintas mazhab (intra-doctrinal reform) seperti talfiq dan takhayyur, sehingga mencerminkan pembaruan metodologis yang signifikan.
Pembaruan hukum keluarga melalui KHI juga memperkenalkan konsep-konsep progresif seperti pencatatan perkawinan sebagai keabsahan hukum, pembatasan usia perkawinan, pembatasan poligami, serta penegasan hak-hak perempuan dalam konteks rumah tangga. Meskipun begitu, keberadaan KHI tidak lepas dari kritik karena dianggap belum menyentuh seluruh aspek ketimpangan gender dan masih terlalu dominan dengan pandangan konservatif (Fadhilah, 2021). Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud nyata pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia baik dari segi historis, metodologis, maupun substantif guna menilai sejauh mana KHI berhasil merepresentasikan kebutuhan hukum umat Islam kontemporer sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat.
Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.  Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonansi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masingmasing penduduk.  Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam (Wahyu, 2022). 
Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam dan berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat dievaluasi apalagi direvisi. Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang evolusi hukum termasuk dalam hal hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan historis, penelitian ini akan menggambarkan secara holistik sejarah evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan.
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pendekatan yang beragam. Ahmad Rofiq (2000) dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menelusuri sejarah pembentukan hukum Islam sejak masa kolonial hingga era modern. Ia menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk konkret pembaruan hukum keluarga Islam yang menjembatani antara norma-norma fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. KHI dinilai sebagai solusi praktis dalam menyatukan pluralitas pandangan fiqh menjadi sistem hukum yang berlaku secara nasional (Rofiq, 2000).
Selanjutnya, Khoiruddin Nasution (2007) dalam karya Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia menyoroti dinamika kodifikasi hukum keluarga Islam dengan pendekatan perbandingan hukum di dunia Islam. Ia menyatakan bahwa KHI menggunakan metode pembaruan intra dan extra doctrinal, yaitu dengan mengambil pendekatan lintas mazhab serta melakukan reinterpretasi terhadap nash. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dalam menyusun sistem hukum keluarga Islam modern (Nasution, 2007b).
Sementara itu, Abdul Manan (2006) dalam bukunya Reformasi Hukum Islam menekankan pentingnya pembaruan hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum keluarga, untuk menjawab tantangan zaman. Ia melihat KHI sebagai bentuk ijtihad kolektif para ahli hukum Islam yang berhasil dikodifikasi menjadi hukum positif. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa KHI masih memerlukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan gender dan hak anak (Manan, 2006).
Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses kodifikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wujud pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah mengkaji penerapan metode pembaruan intra doctrinal seperti takhayyur (memilih pandangan dari berbagai mazhab) dan talfiq (menggabungkan beberapa pendapat ulama), serta pendekatan extra doctrinal berupa reinterpretasi terhadap nash. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan diri pada evaluasi terhadap pokok-pokok materi pembaruan yang terdapat dalam KHI, seperti kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan usia pernikahan, pembatasan praktik poligami, pengakuan terhadap status anak dari hasil inseminasi, serta penegasan hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana KHI tidak hanya sekadar sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan sosial dan kebutuhan umat Islam di era modern.

Hasil dan Pembahasan 
A. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesi
	Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari’ah, bagi penduduk yang beragama Islam. Keberadaan pengadilan agama pada awalnya belum didukung oleh perangkat hukum positif yang lengkap dan bersifat menyeluruh, serta belum tersedia dalam bentuk sistem hukum yang terstandarisasi dan seragam sebagai acuan. Meskipun substansi hukum materiil yang menjadi kewenangan pengadilan agama telah dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, namun ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya masih terbatas pada garis besar saja dan belum mencakup pengaturan secara rinci. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin-doktrin yang tertuang dalam kitab fiqh klasik. Sehingga tidak heran terdapat perbedaan putusan hukum antar pengadilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan different judge different sentence (Setiawan, 2014).Dari realitas tersebut, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam. 
	Meskipun dari catatan sejarah di Indonesia, isu pembaharuan hukum keluarga Islam telah muncul sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketika momentum Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya. 
Selanjutnya pada tahun 1950, hukum perkawinan yang mengakomodir semua kepentingan lintas agama maupun ras yang ada di Indonesia, belum dimiliki negeri ini. Ordonansi perkawinan yang berazaskan monogami itu ditolak Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya memang ada perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946, yang menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa, menyarankan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan nikah tentang hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-isteri) (Amri, 2020). Tapi sayang, dalam praktik baik perkawinan anak-anak maupun paksa tetap banyak terjadi. Barangkali karena aturan tersebut hanya bersifat anjuran belaka. Akibatnya desakan adanya undang-undang perkawinan yang memberikan jaminan hak yang sama bagi semua warganegara, terus bergulir hingga terbentuknya komisi perkawinan pada tahun 1950. Komisi perkawinan terdiri dari para ahli agama yang tentu saja mayoritas laki-laki, serta para tokoh perempuan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan umat Katholik dan juga Islam. Dalam prosesnya, komisi ini berhasil merancang undang-undang perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara Indonesia. Tetapi di dalam rancangannya perkawinan didasarkan pada rasa suka sama kedua pasangan, dan poligami diizinkan dengan persyaratan yang ketat. Upaya pembaharuan hukum keluarga itu terus bergulir hingga tahun 1974. Oleh sejumlah tokoh dalam sebuah public hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, diajukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. 
Dengan tuntutan tersebut, akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski ada tuntutan agar diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali marak (Ramadhan dkk., 2025). Tidak saja di Indonesia, di berbagai negara muslim lain pun dihadapkan pada tuntutan yang sama, mengingat hukum keluarga yang berlaku di negara mereka dirasa masih bias gender dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama. Tidak heran, upaya reformasi hukum keluarga akan selalu jadi isu kontroversi di negara-negara muslim modern. Sebagai konskuensinya, upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan kuat, khususnya dari kelompok pemilik otoritas agama, sebab mengubah hukum keluarga dianggap mengubah esensi agama itu sendiri. Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. Akibatnya, belum semua negara berpenduduk muslim melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya.
Metode Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi dari proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan penelusuran sumber-sumber melalui laman resmi perundang-undangan serta jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum Islam. Fokus kajiannya tidak ditujukan pada subjek manusia atau populasi statistik, melainkan pada dokumen-dokumen hukum, teks regulasi, referensi fikih klasik dan kontemporer, serta sumber pustaka lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks KHI.
Objek utama penelitian ini adalah substansi hukum dalam KHI, beserta dokumen hukum yang melandasinya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi pemerintah, serta pemikiran para ulama sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih dan literatur hukum Islam di Indonesia. Teknik pengambilan data dilakukan melalui metode purposive sampling, yaitu dengan memilih dokumen yang secara khusus relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menelaah isi dari buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Metode studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam pengumpulan informasi, sementara sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.
Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan referensi hukum, analisis isi terhadap dokumen, klasifikasi isu-isu pembaruan dalam KHI, hingga penafsiran hasil dengan pendekatan normatif dan historis. Alat utama dalam pengolahan data adalah lembar analisis isi, yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pembaruan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang berfungsi untuk menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan kategori tematik seperti pendekatan pembaruan hukum, substansi pembaruan, dan konteks sosial-historis yang mempengaruhinya. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif-kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil Dan Pembahasan 
A. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia 
Metode pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan sosial dan hukum masyarakat modern. Pembaruan ini dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu intra doctrinal reform dan extra doctrinal reform. Intra doctrinal reform merujuk pada metode pembaruan yang masih berada dalam kerangka mazhab fikih, seperti takhayyur (memilih pendapat dari berbagai ulama lintas mazhab) dan talfiq (menggabungkan beberapa pendapat untuk menghasilkan solusi hukum baru). Pendekatan ini digunakan untuk memilih hukum yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, tanpa sepenuhnya meninggalkan kerangka tradisional fikih. Di sisi lain, extra doctrinal reform dilakukan dengan menafsirkan ulang nash-nash Al-Qur’an dan hadis melalui konteks sosial modern, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan prinsip keadilan. Dalam pendekatan ini, reinterpretasi teks-teks keagamaan dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum keluarga yang tidak ditemukan dalam literatur klasik, seperti inseminasi buatan, hak perempuan dalam perkawinan, dan status hukum anak. Selain itu, metode siyasah syar’iyyah atau kebijakan publik juga diterapkan oleh negara sebagai bentuk intervensi untuk menetapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam namun tetap berpihak pada kemaslahatan sosial. Melalui kombinasi metode ini, pembaruan hukum keluarga di Indonesia tidak hanya mempertahankan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu menjawab dinamika dan kebutuhan hukum yang terus berkembang.
Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan lebih cendrung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya disusun dan dipahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Ada dua konsep dalam pembaruan, yakni; (1) konsep konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi (Bisri, 1999, hlm. 17).
Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandanagn hukumnya dengan mencatat ayat al Quran dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa cirihas atau karasteristik metode penetapan hukum Islam (fiqh) yaitu; menggunakan pendekatan parsial (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, bid’ah dan kufarat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh (Nasution, 2007a).
Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu: 
1. Takhayyur yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab, takhayyur secara substansial disebut tarjih.  
2. Talfiq, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.  
3. Takhshish al-qadla, yaitu hak negara menbatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan.  
4. Siyasah syar’iyah yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari’ah, reinterpretasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah). 
Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
1. Intra doctrinal reform tetap merujuk pada konsep fiqh konfensional dengan cara; tahyir (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar    madzhab), dapat pula disebut tarjih, dan talfiq, (mengkombinasikan sejumlah pendapat). 
2. Extra doctrinal reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional tapi merujuk pada nash al Quran dan sunnah dengan melakukan penafsitran ulang terhadap nash (reinterpretasi)
B. Pokok-Pokok Materi Pembaruan Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia 
	Pokok-pokok materi pembaruan dalam hukum keluarga Islam Indonesia tercermin secara nyata dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam ranah hukum keluarga. Pembaruan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan norma-norma hukum Islam dengan konteks sosial masyarakat modern, serta mengakomodasi nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak. Salah satu pokok penting adalah pencatatan perkawinan yang diwajibkan demi menjamin legalitas dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri serta anak-anak mereka (Yasin, 2024). Selain itu, pembatasan usia perkawinan turut diatur untuk mencegah pernikahan usia dini yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan hukum.
	Pembaruan lainnya adalah penegasan bahwa asas perkawinan adalah monogami, meskipun dalam kondisi tertentu poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat dan pengawasan pengadilan. Perlindungan terhadap hak istri dan anak juga ditingkatkan melalui pengaturan yang mempersulit praktik cerai sewenang-wenang, seperti ketentuan bahwa talak harus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Selain itu, KHI juga mengakui status anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil akibat zina, serta memperbolehkan pernikahan antara keduanya, dengan mengadopsi pandangan mazhab Hanafi yang lebih maslahat bagi kondisi sosial masyarakat Indonesia (Anita, 2018). Pembaruan ini juga mencakup pengaturan lebih rinci mengenai harta bersama, musyawarah dalam rumah tangga, serta peran dan tanggung jawab suami istri. Secara keseluruhan, materi-materi ini menunjukkan arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang progresif dan responsif terhadap realitas sosial tanpa melepaskan akar normatif dari ajaran Islam.
C. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
	Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang kompleks, multidimensi, dan berlangsung secara bertahap, dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, politik, dan keagamaan. Sejak masa pra-kemerdekaan, desakan untuk melakukan pembaharuan terhadap praktik hukum keluarga telah muncul, terutama melalui gerakan perempuan yang menyoroti praktik diskriminatif seperti kawin paksa, pernikahan usia dini, dan poligami yang tidak adil. Puncak awal dari pembaharuan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berusaha menyatukan berbagai sistem hukum perkawinan (hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat) ke dalam satu kerangka hukum nasional. Meskipun keberadaan undang-undang ini merupakan langkah penting, ia masih menyisakan banyak ruang kosong dalam implementasi hukum keluarga Islam, sehingga mendorong lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 (Hoddin, 2020).
	KHI menjadi tonggak utama dalam dinamika pembaharuan hukum keluarga karena ia mengkodifikasi ajaran-ajaran fikih ke dalam bentuk hukum positif yang berlaku secara nasional bagi umat Islam (Zayyadi, 2020). Dalam proses penyusunannya, KHI merepresentasikan bentuk kompromi antara nilai-nilai normatif syariat Islam dengan kebutuhan hukum modern, melalui pendekatan metodologis seperti takhayyur dan talfiq yang menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab. KHI juga menampilkan keberanian untuk meninggalkan pandangan mayoritas yang konservatif dan memilih interpretasi yang lebih maslahat dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia, seperti dalam hal pengakuan status anak dari pernikahan wanita hamil karena zina, pembatasan usia nikah, dan penguatan hak perempuan dalam rumah tangga. Namun, dinamika pembaruan ini tidak berjalan tanpa hambatan. KHI masih banyak dianggap sakral oleh sebagian kalangan, sehingga upaya revisi atau pengembangan seringkali ditolak dengan alasan mempertahankan keaslian syariat.
	Lebih jauh, dinamika pembaruan hukum keluarga Islam juga menunjukkan adanya pertarungan wacana antara kelompok yang ingin menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dengan kelompok yang lebih tekstualis. Ketegangan ini tidak hanya terjadi dalam ruang akademik, tetapi juga dalam tataran kebijakan negara dan praktik hukum di pengadilan agama. Di satu sisi, negara ingin menyesuaikan hukum keluarga dengan nilai-nilai keadilan sosial, HAM, dan kesetaraan gender (Zayyadi, 2020). Di sisi lain, ada resistensi dari pihak-pihak yang menganggap bahwa pembaharuan berarti menanggalkan kesakralan ajaran Islam. Hal ini menjadikan proses pembaharuan hukum keluarga sebagai medan dialektika yang terus hidup di tengah perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, pengaruh global seperti isu gender, modernisasi hukum, dan harmonisasi dengan hukum internasional juga turut mempercepat dinamika tersebut, meskipun tetap harus diolah melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.
	Dengan demikian, dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak bisa dipahami sekadar sebagai perubahan peraturan, melainkan sebagai bagian dari transformasi pemikiran hukum Islam yang lebih besar. Pembaharuan ini bukan hanya proses hukum, tetapi juga gerakan sosial, transformasi keagamaan, dan respon terhadap tantangan zaman. Ia merupakan bentuk ijtihad kolektif untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak kaku. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tampil sebagai wilayah paling progresif dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, karena menyentuh langsung kepentingan sosial, budaya, dan kemanusiaan yang terus berkembang.
D. Konflik Hukum Islam, Sipil, dan Adat Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia 
	Di Indonesia, terjadi konflik antara hukum Islam, hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Konflik antara ketiga sistem hukum ini berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia, dan terus berlanjut hingga saat ini. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berupaya untuk mengatasi konflik tersebut, namun hingga sekarang belum kunjung selesai. Realita sejarah menunjukkan bahwa konflik antara ketiga sistem hukum itu bukanlah terjadi secara alamiah, melainkan ada unsur kesengajaan, yakni ditimbulkan oleh sistem koloniailisme waktu itu dan rekayasa dari pihakpihak yang tidak menghendaki perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa lalu dan saat ini (Kosim, 2015). Konflik hukum mengandung arti konflik nilai-nilai sosial dan budaya yang timbul secara wajar. Jika ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat, biasanya akan selesai dengan sewajarnya, karena setiap masyarakat memiliki daya serap dan daya adaptasi terhadap sistem nilai asing, namun jika konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artificial sesuai dengan kebutuhan politik, maka sulitlah menghapuskan konflik itu secara tuntas.
	Khusus hukum keluarga, konflik antara hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Sipil di Indonesia dapat dijelaskan dengan bahwa Islam sangat memperhatikan pembinaan pribadi dan keluarga. Akhlak yang baik pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis, oleh karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dirasakan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang, karena seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan syariat dalam setiap aktivitas pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga. Kendatipun dalam ilmu fiqh hukum keluarga digolngkan mu’amalah, akan tetapi unsur ibadatnya lebih terasa, karena itu selalulah hukum kelarga berkaitan erat dengan agama Islam. Di sinilah konflik-konflik timbul, yaitu manakala ada sistem hukum lain (hukum Sipil dan Adat) yang akan menukarnya, terlebih lagi karena sejarah penjajahan atas negeri–negeri Islam mencatat, kehendak yang berkuasa untuk memberlakukan hukum Sipil itu diwarnai oleh politik kekuasaan. 
	Hukum Sipil pun, terutama bidang hukum keluarga, erat sekali kaitannya dengan moral dan kesusilaan masyarakat Barat tempat hukum Sipil bermula dan berkembang, moral dan kesusilaan mana tentunya berakar pada agama Kristen.  Sementara itu hukum Adat juga erat pertaliannya dengan moral dan susila masyarakat tertentu, yang niscaya berakar pada agama dan kepercayaan terutama pada zaman bahari yang berkembang pada masing-masing masyarakat adat (Novita, 2021).


E. Analisis Pembaruan Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam 
	Analisis terhadap pembaruan hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa KHI merupakan bentuk konkret dari proses kodifikasi hukum Islam yang berupaya menjawab tantangan-tantangan sosial dan hukum di masyarakat Muslim Indonesia secara lebih kontekstual dan sistematis. KHI bukan hanya menyusun ulang norma-norma fikih klasik ke dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mengadaptasi ajaran-ajaran tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang terus berkembang. Dalam proses ini, terlihat adanya pola pembaruan yang dilakukan melalui pendekatan metode intra doctrinal, seperti takhayyur dan talfiq, serta pendekatan extra doctrinal, yaitu penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan (Al-Qur’an dan Hadis) dengan mempertimbangkan konteks sosial dan maslahat. Dengan pendekatan ini, KHI secara substantif berani mengambil pilihan-pilihan hukum yang berbeda dari mazhab yang dominan di Indonesia, seperti penggunaan pandangan mazhab Hanafi dalam hal keabsahan anak dari pernikahan wanita hamil karena zina, dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan yang lebih progresif (Gunawan, 2015).
	Salah satu bentuk pembaruan paling signifikan dalam KHI adalah penguatan aspek legal formal dalam perkawinan, seperti kewajiban pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang sebelumnya tidak dianggap syarat sah secara agama. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat dari semangat reformasi hukum yang ingin mengedepankan perlindungan hak-hak keperdataan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam ikatan perkawinan (Hamdani dkk., 2024). Selain itu, ketentuan batas usia minimal pernikahan dan persyaratan izin bagi calon mempelai yang belum dewasa mencerminkan adanya upaya preventif untuk menekan praktik pernikahan dini, yang seringkali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan. Di sisi lain, pengaturan talak, perjanjian talak, serta hak istri dalam mengajukan perceraian melalui pengadilan menunjukkan arah pembaruan yang memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga secara hukum, sekaligus mengurangi dominasi absolut laki-laki sebagaimana yang terjadi dalam praktik-praktik tradisional.
	Secara keseluruhan, analisis terhadap isi KHI mengungkap bahwa pembaruan hukum keluarga di Indonesia bukan hanya bersifat simbolis atau administratif, tetapi mencerminkan transformasi mendalam dalam cara umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam konteks negara modern. KHI membuktikan bahwa hukum Islam dapat bertransformasi menjadi hukum positif yang mengikat seluruh umat Islam Indonesia, sekaligus tetap menjaga integritas normatifnya. Kendati masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti dominasi mazhab Syafi’i dalam sebagian pasal, serta resistensi terhadap revisi atau penyempurnaan KHI, secara umum KHI telah berhasil menjadi produk hukum yang representatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga dalam KHI dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad nasional yang layak diapresiasi, sekaligus menjadi fondasi bagi pembaruan hukum Islam di bidang-bidang lain.
	Untuk menyuguhkan data pembaruan hukum keluarga Islam secara sistematis, penelitian ini menyajikan tabel perbandingan antara produk hukum keluarga Islam sebelum dan sesudah pembaruan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyajian tabel ini dimaksudkan untuk memperlihatkan secara konkret proses tajdīd, metode yang digunakan, serta urgensi dan dampak positif dari pembaruan tersebut.

	A. Perbandingan Produk Hukum Lama dan Hukum yang Diperbarui

	Aspek
	Hukum Lama (Fiqh/Praktik Tradisional)
	KHI (Hukum Diperbarui)

	Pencatatan Nikah
	Tidak wajib
	Wajib dicatat

	Usia Perkawinan
	Tidak dibatasi tegas
	Ditetapkan batas usia

	Poligami
	Dibolehkan tanpa kontrol negara
	Syarat ketat & izin pengadilan

	Talak
	Hak mutlak suami
	Harus melalui pengadilan

	Hak Istri & Anak
	Minim perlindungan hukum
	Dilindungi secara yuridis



B. Proses Terjadinya Tajdīd dalam Kompilasi Hukum Islam
	Tahap
	Bentuk Proses

	Identifikasi masalah
	Ketidakpastian hukum keluarga

	Metode fiqh
	Takhayyur dan talfiq

	Reinterpretasi
	Penafsiran kontekstual nash

	Kodifikasi
	Legislasi melalui KHI

	Implementasi
	Penerapan di Peradilan Agama



C. Urgensi dan Dampak Positif Pembaruan Hukum Keluarga
	Urgensi
	Dampak Positif

	Kepastian hukum
	Putusan lebih seragam

	Perlindungan perempuan
	Mengurangi talak sewenang-wenang

	Perlindungan anak
	Mencegah nikah dini

	Keadilan keluarga
	Relasi lebih berimbang

	Relevansi hukum Islam
	Lebih kontekstual & adaptif



Penutupan 

	Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk nyata dari pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim secara kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa melalui metode pembaruan intra dan extra doctrinal, KHI berhasil menjadi produk hukum nasional yang relevan sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip normatif Islam. KHI juga mencerminkan transformasi pemikiran hukum Islam, dari pendekatan tradisional menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap nilai keadilan, perlindungan perempuan dan anak, serta kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.
	Sebagai rekomendasi, pembaruan hukum keluarga Islam melalui KHI seharusnya tidak berhenti sebagai produk final, melainkan menjadi dasar bagi proses reformasi hukum yang berkelanjutan. Diperlukan evaluasi periodik terhadap isi KHI agar ia tetap selaras dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika pemikiran keagamaan. Penelitian ini juga membuka ruang untuk memandang hukum Islam tidak sebagai doktrin yang beku, melainkan sebagai sistem nilai yang dinamis dan dapat terus dikembangkan untuk menjawab tantangan kemanusiaan di era modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam hendaknya tidak dilihat sebagai ancaman terhadap kesucian syariat, melainkan sebagai upaya konstruktif untuk mewujudkan tujuan luhur ajaran Islam dalam konteks masyarakat yang terus berubah.
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